
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran I

Negara Repuolik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman^^

/

Burung Walet;

Pasal 18 ayat |6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tat jun 1945;

Undang-Und^pg Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2003  tentarjg  Pembentukan  Kabupaten  Bombana,

Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di

Provinsi Sula^esi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia  I^hun  2003  Nomor   144,  Tambahan

Lembaran Rejjniblik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Und^pg  Nomor  23  Tahun  2014 tentang
Pemerintahail Daerah (Lembaran Negara  Republik

Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang

Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(jl. bahwa   ber lasarkan   pertimbangan   sebagaimana

dimaksud da jam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang

pemerintahan  daerah  dalam rangka

menetapkan

Pajak Daerai

mewujudkan cesejahteraan masyarakat;

bahwa usahf sarang burung walet terus mengalami

perkembanga i,   sehingga   merupakan   sumber

pendapatan daerah yang sangat potensial;

bahwa berdasjarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 95

ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

pelaksanaan

srah:

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

3.

^^ERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR ^ TAHUN 2018

"BENTANG

PAJAK SAR^NG BURUNG WALET
D$NGANRAHMA1 TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAjTI BOMBANA,

.. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan  iaerah yang penting guna membiayai

Mengingat

Menimbang



walet yang ber^sal dari pengusahaan burung walet yang I

^rang pribadi at iu badan.f \

walet  adalah kegiatan pemanfaatan

Bupati sebagai  unsur penyelenggara

)aerah yang me^nimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

iwenangan daer Ji otonom.

upati Bombana

adalah Wilayal Kabupaten Bombana.

Pegawai yang liberi tugas tertentu dibidang Perpajakan

^engan Peratura l Perundang-undangan yang berlaku.

Burung Walet

sahaan sarang

irang burung t alet adalah kegiatan pengambilan sarang

ang berasal da i burung walet alam yang dilakukan oleh

atau badan.

sarang  burun:

idalah pajak atas kegiatan pengambilan

>urung walet.

Persetujuan Bersama•

PERWAKILAN |(?AKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan  :.'i •'    ;

bupAti bombana;

memutuskan :

perattfran daerah tentang pajak sarang
burun^ walet

BAB I
KETE^^^UAN UMUM^

Pasal 1

laerah ini yang limaksud dengan :

Kabupaten Bom^ana .

^aerah   adalat

beberapakali terakhir dengan Undang-

9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

;-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Daerah  (Lembaran  Negara  Repubik

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Nomor 5679);  .'  .  • <

Dengarj

Undang Nonjor

Atas Undan

Pemerintaha l

Indonesia Te hun

Negara Repu >lik Indonesia

1.Daerah adak h

2.Pemerintah

Pemerintahai 1

yang menjadi ]

3.Bupati adala i

4.Wilayah Daeial

5.Pejabat adalah

Daerah sesus i

6.Pajak Saran;

dan/atau pei igi

7.Pengambilan

burung walei

orang pribaili

8.Pengusahaan

sarang burtuig

dilakukan oli

Dalam Peraturah

Menetapkan

DEWA1



surat ketetapa|i pajak yang menentukan besarnya jumlah |L

Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat /

Pajak Daerah ;(ang selanjutnya disingkat SSPD, adalah

surat yang ol :h Wajib Pajak digunakan untuk melakukan  pembayaran

pajak yang prutang ke kas daerah atau ke tempat

aiiji yang ditunjuk pleh Kepala Daerah.

dan/atau pemba

din/atau harta

idang-undangar

rangkaian  kegiatan  mulai  dengan

data objek paj^jk dan subjek pajak, penentuan besarnya

sampai kegiatan penagihan utang pajak kepada Wajib

;awasan penyetcjrannya.;

Pajak D lerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,

oleh Waj ib Pajak digunakan untuk melaporkan

^aran pajak, objek pajak dan/atau bukan

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

perpajakan daerah.

yang harus dibayar pada suatu saat,

pajak, atau dalam bagian tahun pajak

perundang-undangan perpajakan

]iribadi atau Badan, meliputi  pembayar

p<lmungut pajak, yang mempunyai hak dan

dengan ketentuan peraturan perundang-

wal:tu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak

(Ian melaporkan pajak yang terutang.

^ raktu yang lamanya 1 (tahun) kalender,

iggunakan tahun buku yang tidak sama

selanjutnya disebut sarang walet

sebagian besar berasal dari air liur yang

bersarang, bertelur, menetaskan dan

dan apabila dikonsumsi memerlukan

produk pangan belum siap saji.

i atau Badan yang dapat dikenakan

yang termasuk marga collocalia, yaitu

maxina, collocalia esculanta, dan collocalia

adalah suatu

c.dalah orang

pajak, dan

sesuai

daerah.

id$lah jangka

;, menyetor,

cdalah jangka \̂

Pajak men

kalender.

kerja.

adalah pajak

:, dalam tahiin

ketentuan peijaturan

pajak,

tcrlutang

ighitiuig;

p< rf ajakan

i merup^jkan

wfcdet

adalah satwa

'haga, collocalia

atau penyetojrah

pembayaran

20. Surat Ketetajaii Pajak Daerah

SKPDKB, adalah

Pembe it ihuan

terutang

Walet

walet yan

tempat untpk

inak burung

iut atau

idalah orang pi^badi

yang

collocalia file

linchL
10.Sarang

adalah hasil

berfungsi se

membesarkai

proses lebih 1 an

11.Subjek Pajal

pajak.

12.Wajib Pajak
pajak, pemotan|g

kewajiban

undang perps ja|kan

13.Masa Pajak (

untuk meri|

14.Tahun Pajak

kecuali bila

dengan tahui

15.Hari adalah hjar

16.Pajak yang

dalam masa

sesuai deng^n

daerah.

17.Pemungutan

penghimpuna n

pajak yang

Pajak serta p ii|

18.Surat

adalah surai

penghitungar

objek pajak,

peraturan pejfui

19.Surat Setorai

burung

Buiung

9. Burung Walet



objek paj;ik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Sarai g Burung Walet yang telah dikei

negarabukan pjtjak.:    :

Walet.

(1)Dengan  lajna

kegiatan jiengambilan dan/

(2)Obyek P^jai Sarang Bun; fig Walet adalah pengambilan dan/atau

pengusah lai Sarang Buru

(3)Tidak I
adalah p;nambilan

penerimaiin

itau pengusahaan sarang burung walet.

Cabupaten Bombana

Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan

lembaga yang tigas pokok dan fungsinya melaksanakan

yang selanjutnya disingkat OPD adalah

)aerah dan Retribusi yang selanjutnya

han penghasilan yang diberikan sebagai

rang selanjutnya disingkat STPD, adalah

isnya tidak terutang.

Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN,

ing menentukan jumlah pokok pajak sama

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

itrasi dan jumlah pajak yang masih harus

BAB II
NAM4, (()BYEK, SUBYE C DAN WILAYAH PEMUNGUTAN;

Pasal 2

Pajak Sar^ng Burung Walet  dipungut  pajak atas

28. Kas Daerah a lalah Kas Daerah

Pemerintah Kkb|upaten Bomban^.
alh Penyidik

pemungutan ja ak dan retribu:

26. Organisasi P;ntngkat Daerah

atas kinerja ter entu dalam melaksanakan pemungutan

•itusi.

25. Insentif  Perrungutan Pajak

disebut insentif adalah tamb;

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi

an/atau denda

Pajak Daerah

besarnya der gen jumlah kredi

ada kredit pa ak.

tetapan pajak y

alah surat  kete

lurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

iurat ketetapan pajak yang menentukan

ig telah ditetapkan.

Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

apan pajak yang menentukan jumlah

jayaran pajak k irena jumlah kredit pajak lebih besar dari

ke

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

27. Penyidik  ai

dinas/badan

penghargaan

pajak dan re^

24. Surat Tagih,

surat untuk

berupa bungi

adalah surat

pajak yang t ru tang atau sehat

23. Surat KetetaDan Pajak Daerah

kelebihan pern!

SKPDLB, a

pajak, besariyi sanksi admin:

dibayar.

21.Surat Ketetaaan Pajak Daerah

disingkat  S1PDKBT, adalah

tambahan at is jtimlah pajak ys

22.Surat Ketetapan Pajak Daera

pokok pajak



Pasal 8

Hurung Walet dikenakan untuk masa pajak 1 (satu)

bab iv;    {

SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJJAK DAERAH

Pasal7

dihitung dengan cara mengalikan dasar

bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif pajak

6.'-.^.,--...' ;-• •

Tarif Pajak Sar =mg Burung Walfet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

! Pasal 6

pang terutan^

fjajak se

dimaksud dalam

BAB III

tang dipungut i li wilayah Daerah.

Pasal 3i   •   i

Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan

pengambi|an dan/atau pengusahaan Sarang Burung

pajak

arang Burung ^ ^alet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

•k^lian antara harga pasaran umum Sarang

di Daerah dengan volume Sarang Burung

et.

Sarang

ukan

Pajak Sarani

kalender.

MASAPAJAiC,

Besaran

pengenaan

sebagaiman;

berdasarkan perl

\ la let yang berlaki.

Pasal 5

pehgfenaan Pajak Safang Burung Walet adalah nilai jual Sarang(1)Dasar

Burung V

(2)Nilai jual
dihitung

Burung

Walet.

i I'ENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAKDASA1

Pajak yang t ;n

Sarang Burur g Walet adalah orang pribadi atau Badan

me^aktukan pengambijan dan/atau pengusahaan Sarang Burung

Pasal 4

Paiak

melaki

Pajiik(1)Subjek
yang

Walet.

(2)Wajib
yang

Walet.



^

semeriksaan atau keterangan lain, pajak

itau kurang dibayar;

2. S?TPD tidak disamf aikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7

setelah ditegur  secara  tertulis  tidak

waktunya sebagaimana ditentukan di

(lima) tahun sesudah saat  terutangnya

(tkjifih) hari dan
disampaikan pada

si in it teguran; atau

ys inj; terutang tidak

jika:

b rdasarkan hasil

jangka waktu 5

(1)SPTPD
i  menghi

!  terutan^

(2)Dalam
i  pajak, l^u^ati dapat mene^Jbitkan

a.

1.

Pasal 12

bagaimana dirraksud dalam Pasal 11 digunakan untuk

itung, memperhitu lgkan dan menetapkan sendiri pajak yang

SKPDKB djm/atau SKPDKBT diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

kewajiban perpajakan  sendiri  yang

tkgan menggunaljjan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

mengenai bent\|k, isi dan tata cara penyampaian SPTPD,

(1)Wajib  rajak  memenuhi

dibayar de:

(2)Ketentuan

Pasal 9

dalam masa pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat

atau pengusfehaan Sarang Burung Walet.dan/

SKPDKB

BAB V

PENETAPAN PAJAK

inengenai bentult, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur

dalam Petal uran Bupati.

OPD

be gaimana dii

l^ngkap serta dit

ih pungut

:bagaimana

paling lama

(2) SPTPD st
benar dai i

(3)
(4) SPTPD

kepada

masapajik

(5)Ketentuai

Pasal 10

(1) Setiap  ^sjib  pajak  yang  melakukan  pengambilan  dan/atau

pengusal as n Sarang Burur^; Walet, wajib mengisi SPTPD .

dimaksud pada ayat (1)  harus diisi dengan jelas,

ttndatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Daftar juinlih pungutan Pajkk Sarang Burung Walet merupakan SPTPD.

dmfaksud pada ayat (1), harus disampaikan

15 (lima betas)  hari  setelah berakhirnya

Pajak

pengambilat

: terutang



Pasal 13

Bjjirung Walet yang terutang harus

BAB VI

TATA ClARA PEMBAYARAN

p^^jak

terutang  dalam SKPDKB sebagaimana

12 ayat (2) angka 3, dikenakan sanksi

kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima

ditambah sanksi administratif berupa

persen) sebulan dihitung dari pajak yang

dibayar untuk jangka waktu paling lama

bulan dihitung sejak saat terutangnya

kan jika:

pajak  yang  terutang  dalam SKPDKB

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, angka 1

sanksi administratif berupa bunga

sebulan dihitung dari pajak yang kurang

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

saat terutangnya pajak;

pajak yang terutang dalam SKPDKBT

pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, dikenakan

berupa kenaikan sebesar 100% (seratus

kfikurangan pajak tersebut;•

dimaksud pada huruf b tidak dikenakan

sendiri sebelum dilakukan tindakan

data  baru  dan/atau  data  yang

yang menyebabkan penambahan jurolah

Pajak Sarang I

lunas.

b.junlati   kekurangan

ebig.iimana dimaksv d

administratif

pen sen) dari jumlah

c.kenaikan sebagaiman^

jika Wajib Pajak
penteiiksaan; dan

d.juniah pajak yang

dirtaisud dalam Pasal

adriiiriistratif berupa

per^^eii) dari pokok

burgs, sebesar 2% (di a

kurang atau terlamb^t

24 (dua puluh emp^t)

pajiik.

melaporkan

dikenakan

pajak  yang  terutang sama  besarnya

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

satan

(1) Pembayaran

sekaligui

puluh empat) bulan d hitung sejak

atau

jika jumlah

jumlah kredit

credit pajak.

adpiinistratif dibei

junilah kekurangan

hignmana dimaksi d

iingka 2,

2% (dua perse in)

terlambat dibay^ r

|     den^ar

i     ada

(3)Sanksi

:a.

Isel

!dan

Iseb;s4r

c. SKPD^

paja c 3 ang terutang;

3. kswajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang

d hi tung secara jab^ |tan.

b. SKPDKBT, jika  ditediukan

semi|il4 belum terungkap



Pasal 15

tebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

diberikan ti in la bukti pemba^ aran dan dicatat dalam buku penerimaan.

jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran /

sebagaimana dimaksud pada ayat   (1)

, jenis, ukuran dan tata cara pengisian

Bupati.

Pasal 14:

irung Walet dilakukan di Kas Daerah atau

Bupati.•

dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,

aerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam

upati.

t arung walet sebagaimana dimaksud pada

ijib Pajak dapat memberikan persetujuan

mengangsur atau menunda pembayaran

sebesar 2% (dua persen) sebulan, setelah

dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari

yang merupakan tanggal jatuh tempo

Peraturan Bupa i

i bentuk,

penerimaan pajak

mcngenai

(3)Pembayaran pajak sarang

ayat (1) dan syat (2) dilakuka l dengan menggunakan SSPD

(4)Ketentuan mengenai bentul
SSPD diatir dalam Peraturai

waktu yan| d itentukan oleh I

Pajak Sarang B

y ing ditunjuk ole|i

ptmbayaran pajak

iisetor ke Kas I

pa ak

(1) Setiap peribayaran pajak

permohonan W

Pajak untuk

dikenakan bunga

Burung Walet

terutangnya

diatur dalam

(2) Ketentuan

dan bukti

harus

(1)Pembayaran

tempat lair

(2)Apabila
pajak

persyaratan yang c itentukan.

mcngenai syarat c an tata cara pembayaran serta penundaan

sebagaimana dimacsud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan

(4)Bupati

kepada

pajak dengm

memenuhi

(5)Ketentuan

angsuran

Bupati.

Wnjib

atas

tanggal difa rb itkan

Surat  Keputusan Pembetulan,  Surat

tusan Banding yang menyebabkan jumlah

beijtambah merupakan dasar penagihan pajak

iilkinasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak

SI^PDKBT, STPD
:beratan dan P>

hirus dibayar

(3) SKPDKB,
Keputusan

pajak yang

dan harus

bagi wajib ] lajak untuk melunasi pajaknya

sa;.t

Sarang(2) Pajak
setelah



Pasal 18

Burung Walet i^ang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB,

$TPD, Surat  Kjeputusan Pembetulan, Surat  Keputusan

nengenai bentuh

atau  surat  Ijdn  yang sejenis diatur dalam Peraturan

(2), Pajak Sarsjng Burung Walet yang terutang belum

(1) Pajak
SKPDKBT,

Sarang

(6) Ketentuan

peringatan

Bupati.

dilunasi daps t diberikan sura t teguran kedua.

(4)Dalam jangki waktu 7 (tuju i) hari setelah tanggal surat teguran kedua

sebagaima la dimaksud pada j ayat (3), wajib pajak harus melunasi pajak

yang terutang.

(5)Surat teguran atau surat laiji yang sejenis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di^ eluarkan oleh Bupjati melalui pejabat yang ditunjuk.

jenis  dan isi  surat   teguran, surat

pada ayat

surattegutar

(2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai

awal tindacai pelaksanaan jiienagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari

sejak jatuh tempo pembayaraji.

(3)Apabila d^lan waktu 7 (tujuh) hari setelah diberikan surat teguran,

surat peril tgatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud

Pasal 17

PEJak Sarang Buiung Walet yang terutang didahului dengan
I

, surat peringattn atau surat lain yang sejenis.

pajai yang terutang dalam STPD sebagaimana

ijiada ayat (1) h^jruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

untuk pajlirjg lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

cecurangan

dan/ataudenda.

1st at if

pajak  dikenakcin  sanksi  administratif  berupa  bunga

(1) Penagihan

(2) Jumlah

dimaksui

admini

c. wajib

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Bupati d^p^t menerbitkan S^^PD jika :

a.pajak la lam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;

b.dari       hasil     penelitian   SPTPD  terdapat     kekurangan

pemba^y^ran sebagai akibat  salah tulis dan/atau salah hitung;

dan/a tau



atau  mi nghapuskan sanksi  administratif  berua

d^nda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sa

meng irangkan

Pasal 22i

atas permohonan Wajib Pajak dapat:

KPDKBT, STPD, STPD yang penerbitannya

cesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam

idang-undangan perpajakan daerah ;

ketetapan pajak yang tidak benar;

l pert ^

BAB VIII
PEMBEtUtAN, PEMBATAlltAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN

PENGrtAI'USAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

ne ^apkan

Pasal 21

hari, tanggal, jam dan tempat

memberitahukan dengan segera secara

Pasal 19';

melaksanakan penyitaan apabila pajak

d dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah

isi dan tata cara penagihan diatur dalam

lelang,

Lelang me:

jura site

Vajib Pajak.

surat

• tidak dilun4|si

tiuan surat paksa.

perir tah

;-undang an

nguruigkan

Pejabat atau

SKPDKB,

:salahan tulis,

peraturan

lalkan atau

\   terdapa

I  penerap ar

b.membai

j   dan
c.me:

!  bunga,

bet ul tan

melalui(1) Bupati
a. memb

Pasal20

Bupati mengajiikan permintai n penetapan tanggal pelelangan kepada

Kantor Lelan^ ^egara, setelah c ilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum

juga melunas utang pajaknya s etelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal

pelaksanaan nurat perintah meliksanakan penyitaan.

Setelah Kam

pelaksanaan

tertulis kepada

pemborialr

dibayar

menerbilkanBupati

yang haras

tanggal

rbitkan surat

ej^ik tanggal Surat

pajak  dengan

peiundang-

mmgenai bentuk

Kupati.   ?

dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh

dapat ditagih dengan surat paksa.

faksa segera setelah lewat 21 (dua puluh

Peringatan.

surat  paksa  dilaksanakan berdasarkan

Pajal: pada waktunya

Keberatan

Wajib
(2)Bupati me

satu) hari i

(3)Penagihan

peraturan

(4)Ketentuan

Peraturan



pembayara^i pajak yang telal^ dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Eagian Kesatu

Keberatan

Pasal 24

(1) Wajib  3a ak dapat  mengajukan keberatan kepada Bupati  atas

suatu:

a.SKP1J)K|B;
b.SKPlJ)K|BT

berdasarkan putusan banding dikurangijumlah pajak

keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah

keberatan.

wajib pajak E>engajukan permohonan banding, sanksi

berupa  dene ;a  sebesar  50% (lima  puluh  persen)

padajlayat (1) tidak dikenakan.

pcrmohonan band^ng ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib

sanksi admini|^^tratif berupa denda sebesar 100% (seratus

wajib pajak dikenai sanksi administratif

(lima puluh persen) dari jumlah pajak

>embatalan, pengurangan ketetapan dan

sanksi administrasi  atas  SKPDKB,

STPD seba|gaimana dimaksud pada ayat  (1)  harus

oleh wajib pajak kepada Bupati melalui

puluh) hari  sejak tanggal diterima

STPI} dengan memberikan alasan yang jelas.

tulan sejak surat permohonan sebagaimana

, sudah harus memberikan keputusan.

3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada

memberikan keputusan, permohonan pembetulan,

pengurangan ke|tetapan dan penghapusan atau pengurangan

sanksi adn in istratif dianggap i dikabulkan.

diteriina,

:bagaima la dimaksud

dikaiulkan sebagian,

dene .a sebesar 50/

Pasal23

keberatan wajib pajak sebagaimana dimaksud Pasal 22 ditolak(1)Dalam hal

atau

berupa

berdasark^n

dibayar

(2)Dalam hdl
administra|tif

sel

(3)Dalam hal

Pajak dikehi

persen) diri

(2)Permohona a

penghapus in

SKPDKBT

disampaike n

Pejabat  pidi^ng  lama 30

SKPDKB, SKPDKBT dan
(3)Bupati palinj; lama 3 (tiga)

dimaksud pada ayat (2)

(4)Apabila seielih lewat waktu

ayat (3) Bikpiti tidak

pembatalai i,

secara tertulis

atau pengurcjngan

pembetulan,

dikenakan karenft kelalaian wajib pajak atau bukan karena

kesalahiinnya.

tersebut



Pajak terhadap Keputusan Ketieratan yang d:

k< :wajiban memba yar pajak.

BigianKedua;

Banding

Pasal 26

dapat mengajuka a permohonan banding kepada

litetapkan oleh Bup

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  tidak

keberatan  dapat  berupa  menerima

atau menambah besarnya pajak yang

permohonan kel^eratan dianggap dikabulkan.

waktu   12  (dua   belas)   bulan

ayat (1), Bupati  tidak memberikanpida

Pasal25^

keputusan atas keberatan yang diajukan

lama 12 (dua belas)  bulan sejak

keberatan sebagaimana dimaksud dalam

ditjnjuk

keberatan yang diberikan oleh Bupati

atau  tanda  pengiriman  surat

tercatat sebagai tanda bukti penerimaan

memenuhi persyaratan sebagaimana

dan ayat (2) tidak dianggap sebagai

Bupati  atas

atau sebagiar

mengeluarkap

waktu

permohonan

(2) diterima.

etelah   lewat

dimaksud

palitg

bahjva jangka

iing

(1) Wajib Pajak

seluruhn;

terutang.

(4) Pengajua l
menunda

h^nis

p^ja^at

(3)Keberatai

dimaksu 1

Surat Keb^ratan sehingga jjidak dipertimbangkan

(4)Tanda
atau

keberatan

disanpaikan secara

bulan sejak

oleh Waji|>

n.eiLunjukkan

di
yang   tidak

jada  ayat  (1)
se:

^erjerimaan surat

yang

melalui surat pds

(1)Bupati
dalam

tanggal

Pasal22

(2)Apabila
sebagaimana

keputusati,

(3)Keputusan

jaigka

surat

lyat

surat kebeiatan.

keberatai

karena ksadaan di luar kektiasannya

citcrima

(iga)

harus

lama 3

SKPDN

dapat

gutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketenilu^n peraturan perhndang-undangan perpajakan daerah.

(2) Permohaiai keberatan :>ebagaimana dimaksud pada ayat   (1)

tertulis dalam Bahasa Indonesia paling

anggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan

Pajak,  kecuali apabila Wajib Pajak

waktu itu tidak dapat dipenuhi

c.SKPDtB

d.SKF

e.pemotbrigan atau pern



(1)Atas
permohi

melampirkan

a.nama d in

b.masapujak

c.besarn} a kelebihan pemb^yaran pajak; dan

d.alasanyangjelas.

(2)Bupati dalui i jangka waktu | paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaima la dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

sebag^imana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,

kebutusan, maka permohonan pengembalian

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus

ia 1 (satu) bulan.

\*aj ^^ pajak mem 3unyai utang pajak lainnya, kelebihan

pembayaren pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitun k in untuk melun isi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. \\J

Pasal 28

kelelihan pembayarai  pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan

secara tertulis kepada Bupati  dengan

d ilam jangka wal jtu paling lam.

Apabila ja^glca waktu

memberikan

pembayaran pajal

alamat wajib pg jak;

pengembalian

banding

dalam Bahasa

3 (tiga) bulan
ip^ri salinan dari

lonan

kewajiban mi

^anding sebagaibiana dimaksud pada ayat (1)  diajukan

Indonesia dengan alasan yang jelas dalam

sejak diterimanya keputusan keberatan,

sprat keberatan tersebut.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

itmbayar pajak sampai dengan 1 (satu)

^n Banding.

(3)
Bupati tid^k

kelebihan

diterbitkar

(4) Apabila

(1)Apabila
atau band|in:

sebagian

dengan

untuk palii g

(2)Imbalan bunka

Pasal27i    >

pejigjajuan keberataii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan

seluruhnya, 1 elebihan pembayaran pajak dikembalikan

imbalan  tunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

ama 24 (dua pa uh empat) bulan.

sebagaimam dimaksud pada ayat (1)  dihitung sejak

bulan pelunai>an sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BAB X' •I

PEfNGEMBALIAN liELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

aiiggal penerbitanjPutusa

pei mob

(2)Permohonan

secara tertujis

jangka waktu

dengan dilai i]

(3)Pengajuan

menangguh] :ai 1

bulan sejak



(5) Pengakus n

ayat (2) huruf b dapat dike

atau penandaan pembayaiftn dan permohonan keberatan oleh wajib

pajak.

ahui dari pengajuan permohonan angsuran

jak langsung sebagaimana dimaksud padautang secara ti

melunasi: iy i kepada Pe:

pajak   dan   belummenyata^ar   masih   me|inpunyai  utang

emeriptah Daerah.

Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa

dan/atau surat paksa, atau

pajak dari wajib pajak, baik langsung

Pasal 30

penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah

5  (lima) tahun terhitung sejak saat

apabila wajib pajak melakukan tindak

daerah.

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

ina dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan

i sej ak tanggal penyampaian Surat Paksa.

utang pajak separa langsung sebagaimana dimaksud pada

hiiruf b adalah jvajib pajak dengan kesadarannya sendiri

tidak langsung.

diterbitkaA

melakukan

jangka waktu

pajak, kecual

bidang perpajakai

(2) Kedaluwitrsa penagihan

(1) tertangguh apabila:
a.diterbi tkkn surat tegurai

b.ada fengakuan utang

Pasal 29

pembayaj-an pajak diperhitungkan dengan utang

ra  sebagaimans^  dimaksud dalam Pasal 27 ayat   (4)

(3)Dalam
sebagaim

dihitung

(4)Pengakuan

ayat (2)

maupi in

(1) Hak untiik

melampai li

terutangr ya

pidana di

BAB XI

^EDALUWARSA

pembayaran i lilakukan denga|i cara pemindahbukuan.

(2) Bukti pem ndahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku

sebagai pel nh ayaran.

kcle^ihan(1) Apabila

pajak lairin

memberiks n

waktu

(6) Apabila
lewat

(5) Pengemballaiji kelebihan panbayaran pajak dilakukan dalam waktu

2 (dua) bulai^ sejak diterbitkannya SKPDLB dengan

Jjfembayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
2 (dua) bularl sejak dikeluarkannya SKPDLB, Pejabat

imbalan bungs) sebesar 2% (dua persen) sebulan atas

keterlambdtab pembayaran ktelebihan pajak.

menerbitkj n Surat Perintah ]

paling Ian ta



itau laporan tersebut menjadi lengkap dana;ar keterangan

pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

^jungan Pemerintah Daerah yang diangkat

sesuai dengan peraturan perundang-

(1)Pejabat ^g|awai
diberi

penyidika i

Undang-:

(2)Penyidik sebagaimana dimaksud

negeri

oleh

undangar

(3)Wewenanp enyidik sebagaii ftana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerimi, mencari, meagumpulkan dan meneliti keterangan atau

berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan

Pasal 33

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

sebagai  Penyidik  untuk melakukan

daerah, sebagaimana dimaksud dalam

PpNYIDIKAN
BAB XIII

berwenfing

tertentu dilinglii

yang

•I ndang Hukum Ac^ Ira Pidana.

we^enang

i Negeri Sipi
khusui

dibidang perpaj.

pemanfaatan

sesuai dengai t

Pasal 31

mungkin  ditagih  lagi  karena  hakyang tidak

nagihan s

Keputusa ii

n^entif sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  ditetapkan

ian Belanja Daerah.

nsentif sebagaimana dimaksud pada ayat

peraturan perundang-undangan.

laporaii

daerah

jelas;

pejaDat

sij il

(3) Pemberian pap

(2) dilaksankkkn

melalui Ang ^a ran Pendapatan

dasar pencap^ian kinerja tertetitu,

(1)OPD yang ^iejlaksanakan peijjiungutan pajak dapat diberi insentif atas

dasar penes

(2)Pemberian

Pasal 32

BAB XII
INTENSJF PEMUNGUTAN

kedaluwars; i oiatur dalam Perkturan Bupati.

kedaluwarsn sebagaimana dim^ksud pada ayat

Penghapusan Piutang Pajak yang sudah

(1).

(3) Ketentuan ijnekngenai tata cark penghapusan piutang pajak yang sudah

] ^i can penagihan s idah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(l)Piutang

untuk melal s

(2) Bupati men

Paja|k



Pasal34

ketentuan sebagaimana dimaksud

dengan pidana kurungan paling lama 6

lenda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima

mclanggar

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

.; dan/atau

Pajak yang

10 dipidana

atau pidana

melalui Penyidik Pejabat  Polisi Negara

Irdonesia, sesua dengan Undang-Undang Hukum Acara

lain yang  perlu untuk  kelancaran

penyidjikiin tindak pidsna dibidang perpajakan daerah sesuai

perun( Jang-undangan.

sebagaimana diriaksud pada ayat  (1)  memberitahukan

penyidikan din menyampaikan hasil  penyidikannya

tikan penyidikai

keterangannya   danorang   uhtuk   didengar

bagai tersangka atau saksi;

seseorang y ing berkaitan dengan tindak pidana

mendapatkan   bahan

dokumen-dokumen lain,

i. memaip!

:   diperili

j.  menghei

k. melakukkn  tindakan

P^s^l

puluh jut ^1 upiah)

(1) Setiap
dalam

(enam) bijilajn

W^jil

(4) Penyidik
dimulain^a

kepada I ei^untut  Umum,

Republik
Kdana.

dengan f eraturan

perpajukui daerah;

bantuan  tenaga  ahli  dalam rangka  pelaksanaan

dibidang perpajakan daerah;

g. menyiirujh berhenti dar /atau melarang seseorang meninggalkan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

nieiperiksa identita^ orang, benda, dan/atau dokumen yang

penyid ikiin tindak pidani

e.melaki^k^^n

bukti
serta njielakukan penyita^n terhadap bahan bukti tersebut

f.meminlta

ia buku, cataten dan dokumen lain berkenaan dengan

mencari dan m^ngumpulkan keterangan mengenai orang

Badan tent^ng kebenaran perbuatan yang dilakukan

tindsjk pidana perpajakan daerah;

keterangan daft bahan bukti dari orang pribadi atau

sfehubungan derjgan tindak pidana dibidang perpajakan

atau

h. memotre

ruanga\n

dan

dibaws..

untuk

peiabukuan,  peijcatatan  dan

tindak pidana dibidang pi^rpajakan;

penggeledkhan

c.memmfa

i  Badan

;  daerah;

d.memerik:

sehubv nj;an dengan I

b. meneliii.

;  pribadi



dimaksud psida ayat  (2),  untuk memberikan dan

.tlian bukti tertuis dan keterangan wajib pajak yang

dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli

entingan pemerikjaan di Pengadilan dalam perkara pidana

atas permint|ian hakim sesuai dengan Hukum Acara

^^ukum Acara P^^rdata, Bupati dapat memberi izin tertulis

Bupati berwenang memberi izin tertulis

dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli

ayat (2), agar memberikan keterangan,

dari atau tentang wajib pajak kepada

i yang bertindak sebagai saksi atau saksi

; atau         •

ahli yang ditetapkan oleh Bupati

kepada pejabat Lembaga Negara atau

berwenang melakukan pemeriksaan dalam

c tali

Pasal35

me nberitahukan kepada pihak lain segala

diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak

pekerjaannya untuk menjalankan peraturan

dangan perpaja kan daerah.

pada ayat (1) berlaku juga terhadap

oleh Bupati  untuk membantu dalam

id jmgan perpajakan daerah.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

at at sebagaimaru

tertuis

ertingan Daerah,

at at sebagaiman;

dimaksud

.tlan bukti

bidang 1 enangan daerah.

keterajigan

lan/atau tenaga

sidang pengad:

clan/ atau tena^a

meinberikan

P^merintah yang

111 an:

dimaksud

! BAB XV
KETENtTUAN LAIN-LAIN

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)   adalah

ebagaimana

yang ditunjuk
perundang-uni

dari ketentuan

.but dilarang

diketahui atau

atau

(5) Untuk kep

atau i

Pidana dai

kepada pe.

sebagaimai

memperlih.

padanya.

pihak yang ditunjuk.

(4) Untuk

kepada pe

seb

memperlihi

kep ei

j   ahlidal4m
b. pejabat

untuk

i instansi

ahi

rangka jabatan

(1)Setiap pej
sesuatu

dalam

perundang-

(2)Larangan s

tenaga

pelaksaiii

(3)Dikecualik^n

ayat(2)
a. pejabat

yang

pidana

n.

(2)  Tindak
pelanggara
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Diu

pad

SEKRETARIS DiAERAH KABUPATEN BOMBANA,

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal36

Peraturan Daersh ini mulai berlakii pada tanggal diundangkan

Agar setiap oraj^gj mengetahuinyak memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bo

di Rumbia

al% ^^fo^^f  2018


